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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Konsep Desa 
Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang 
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa 
atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, 
smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 
dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah 
Kabupaten. 
Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat 
universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang 
terikat pada lokalitas tertentu baik tempat tinggal maupun bagi pemenuhan 
kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Ciri 
utama pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari 
suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, sementara itu menurut Raharjo 
menyatakan bahwa sekitar 65% dari total penduduk indonesia (220 juta jiwa), 
yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata 
pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sector 
tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan)
7
. 
 
________________________ 
7 Rahardjo.2006.Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 
hal 1. 
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Koentjaraningrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan 
pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, 
negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga 
dan sebagainya)
8
. Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai 
komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Koentjaraningrat tidak 
memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada 
sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah 
komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, 
tidak di sektor pertanian saja. Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang 
penduduknya kurang dari 2500 orang, Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa 
didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan 
yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan 
analisa ekonomi, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya 
tergantung kepada pertanian
9
. 
Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa 
menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 
Landasan pemikiran Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat
10
. Desa menurut 
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa  
 
__________ 
8 Koentjaraningrat.1977. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 
162 
9 Landis, H. 2012. Pengantar Sosiologi Desa dan Pertanian. Raja Grafindo. Jakarta. hal. 2-3 
10 Widjaja, H.A.W. 2004 Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. RajaGrafindo Persada. 
Jakarta. hal. 3 
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adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang menurut 
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul 
Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa dapat 
berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau 
pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di 
luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan 
keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan   di 
Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, 
pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan 
hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi 
menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2014. Syarat pembentukan Desa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8 adalah sebagai berikut: 
a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 
pembentukan; 
b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)b; 
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c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; 
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai 
dengan adat istiadat Desa; 
e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber daya ekonomi pendukung; 
f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah 
ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; 
g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan 
tersedianya dana operasional, penghasilan tetap,dan tunjangan lainnya bagi 
perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa, 
ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. Dalam hal ini, 
yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen 
pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen Desa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 adalah sebagai berikut: 
a. Wilayah Desa merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah 
kecamatan 
b. Penduduk atau masyarakat Desa yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa 
selama beberapa waktu secara berturut-turut. 
c. Pemerintahan adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih 
sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada 
rakyat Desa. 
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d. Otonomi adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri. 
Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 11, yaitu: 
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
b. kewenangan lokal berskala Desa; 
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu 
beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar 
ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan 
membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-
program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi 
tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur 
rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang 
dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling 
mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil. 
 
B. Pemerintah Desa 
Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan 
memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk didaerah 
tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan 
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kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah Desa merupakan 
bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada Desa. 
Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa 
yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping kewenangan dan hak yang 
dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa pemerintah 
Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan kewenanagan Kepala 
Desa, yaitu: 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 
d. Menetapkan Peraturan Desa; 
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. Membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya 
agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran masyarakat Desa; 
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
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j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; 
n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 
untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara 
hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus 
ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan 
mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan 
sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentak hak Kepala Desa, antara lain: 
a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya 
yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 
d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan 
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 
perangkat Desa. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) dalam 
melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban: 
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara 
a. Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;  
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, 
profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan 
nepotisme; 
g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku di Desa; 
h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 
i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 
hidup; dan 
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p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 
 
C. Pengelolaan 
Harsoyo menyatakan bahwa pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal 
dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk 
mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien 
guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya
11
. Uraian 
tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah 
suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memamfaatkan 
sumber daya alam dan sumber daya manusia  yang dimiliki secara efektif untuk 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.  
Nugroho menyatakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai 
dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata 
kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani 
sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu
12
. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan 
dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur. 
 
D. Dana Desa  
Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya 
perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi  
 
11 Harsoyo. 1977. Manajemen Kerja. Persada. Jakarta. hal. 121 
12 Nugroho. 2003. Good Governance. Mandar Maju. Bandung. hal. 119 
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keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan 
Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk 
memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus 
segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. 
Dana Desa merupakan  dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep tentang Dana 
perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagagsan ekonomi (semata), 
melainkan gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses 
politik dan proses reform di desa13. Tujuan dari Dana Desa adalah13; 
a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;  
b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun 
pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan  
c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.  
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:  
a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa 
tanpa membeda-bedakan;  
 
 
 
13 Wasistiono. S. dan Tahir. I. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media. Bandung. hal. 22 
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b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih 
mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan 
sebagian besar masyarakat Desa;  
c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa;  
d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;  
e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara 
mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan 
tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan  
f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa 
yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. 
 
Pemerintah mengharapkan kebijakan Dana Desa dapat mendukung 
pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan 
pembangunan di tingkat desa. Dana Desa akan mendorong terlaksananya otonomi 
Desa serta sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. 
Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk 
menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti 
pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, 
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan beberapa 
pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Desa adalah 
salah satu pendapatan Desa yang diperolah dari keuangan Pemrintah Pusat dan 
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dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan 
pemerintahannya. 
 
E. Pengelolaan Keuangan Desa 
Menurut  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan 
desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. 
1) Perencanaan 
Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan 
pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 
pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan 
suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang 
memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. 
Suharto menyatkan  perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang 
penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci 
keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses 
perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya
14
, sementara Manila 
mengatakan bahwa perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja  
yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus 
bagaimana cara melaksanakanya
15
. Berdasarkan penjelasan tentang konsep 
Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu  
 
 
14 Suharto, E. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika. Bandung. hal. 71 
15 Manila, I. G.K. 1996. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 
hal. 25 
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cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Dana Desa dengan maksud 
tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada. 
Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP 
Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun 
berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa 
dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan 
RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsure masyarakat Desa. RPJM Desa memuat 
penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. 
RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan 
mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan 
Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga 
bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran 
dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi 
pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan 
anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara 
Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang 
lebih tinggi.  RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli 
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tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan 
September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa. 
Proses perencanaan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 
Tahun 2017 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2017 diawali dengan Musyawarah Desa yang merupakan forum 
pertemuan  musyawarah dan pimpinan oleh Kepala Desa yang bertujuan untuk 
membahas perencanaan APB Desa serta RKP Desa yang merupakan hasil 
musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. 
Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana harus menjadi acuan bagi 
penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 
dilaksanakan dalam penyusunan RKPDesa. Pemerintah Daerah menyampaikan 
informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan 
RKPDesa. RKPDesa dan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa. 
2) Pelaksanaan 
Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan menurut Manila,  
pelaksanaan adalah aktivitas yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus 
memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu 
dengan maksud untuk mewujudkan rencana
16
. Pelaksanaan anggaran Desa yang 
sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. 
Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan  
 
 
 
16 Manila, I. G.K. 1996. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 
hal. 28 
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Desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki 
pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh 
pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di 
dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan 
maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa 
yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan.  
Suharto menyatakan bahwa tahap pelaksanaan program intinya menunjuk 
pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. 
Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan 
operasi adalah alat pencapaian tujuan
17
. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada 
perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana 
kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur 
pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu 
oleh unsure staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. 
Proses pelaksanaan kegiatan menurut  Peraturan Bupati Malang Peraturan 
Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pasal 15, yaitu; 
1). Persiapan Setelah Dana Desa masuk ke dalam Rekening Kas Desa, Kepala 
Desa segera mengadakan rapat di Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur 
Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga 
Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, membahas: 
______________________ 
17 Suharto, E. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika. Bandung. hal. 79 
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a) pelaksanaan kegiatan dan penjadwalannya; 
b) pembagian tugas para pelaksana kegiatan; 
c) kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan, hasil rapat 
dituangkan dalam berita acara. 
2). Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah 
disepakati dalam Musyawarah Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan harus 
melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Dana Desa secara riil, 
sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan 
segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan. Dalam pelaksanaan kegiatan 
hal-hal yang diperhatikan antara lain adalah: 
a) penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang 
memuaskan serta selesai tepat waktu;  
b) memanfaatkan tenaga masyarakat Desa setempat untuk pekerjaan yang 
memerlukan tenaga mereka; 
c) sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial; 
d) perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, 
pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan; 
e) setiap pembelian barang dan jasa dikenakan pajak sesuai perundang-
undangan yang berlaku. 
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3). Pertanggungjawaban 
a) para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada PTPKD; 
PTPKD menghimpun semua pertanggungjawaban dari para pelaksana 
kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui 
Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa; 
b) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa, yang untuk 
selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat; 
c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekapitulasi 
laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa 
kepada Bupati; 
d) Surat Pertanggungjawaban menggunakan format keuangan yang sudah 
ditentukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 
e) setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar disesuaikan 
dengan aturan perpajakan. 
4) Pelaporan 
1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati 
Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses 
penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap 
tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa 
berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada 
Bupati dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: 
a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
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b. Peraturan Desa tentang RKP Desa; 
c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan 
d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 
2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus 
Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau 
bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan 
khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan 
yang ada. 
5). Pertanggung Jawaban 
Pertanggung jawaban Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Malang 
Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Besaran dan Sasaran Prioritas Dana Desa pasal 15 
ayat 1 dan 2 dinyatakan  bahwa Kepala Desa melalui Camat menyampaikan 
laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati 
cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Laporan realisasi 
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2017; 
b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun 2018. 
. 
F. Kerangka Pikir Penelitian 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian 
Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan 
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Desa, Pemerintah Kabupaten Malang telah memberikan petunjuk teknis mengenai 
proses Pengelolaan Dana Desa melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 
2017 Tentang Besaran dan Sasaran Prioritas Dana Desa 
Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malang 
ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa semakin 
membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih 
konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang berharap 
dengan adanya Dana Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan 
lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan 
dokumen perencanaan di Desanya dan ikut merealisasikannya. Namun, 
pengelolaan Dana Desa tersebut tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi 
baik bersifat mendukung maupun yang menghambat prosesnya. 
Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban 
Keuangan Desa, dimana Perencanaan adalah pemerintah Desa menyusun 
perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, kemudian yang di maksud 
dengan Pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan 
sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua 
Penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa 
dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Selanjutnya Penatausahaan merupakan 
Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala 
Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus 
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dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan 
Keputusan Kepala Desa. 
Pelaporan dilakukan dalam bentuk Laporan berkala dan Laporan akhir 
Penggunaan Dana Desa harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. 
Penyampaian Laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh Dana 
Desa dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping 
Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat 
Desa kemudian selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMDK 
Kabupaten Malang sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. 
Proses dalam penyampaian laporan pengelolaan Dana Desa,  Kepala Desa 
yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan apabila 
Laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak 
untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan Dana 
yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan 
penelaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk 
dengan Keputusan Bupati berikutnya kemudian Menyampaikan Laporan 
penyelenggaraan pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada 
Bupati/walikota, Pertanggung Jawaban terdiri dari kepala Desa menyampaikan 
laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian Laporan 
pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun 
anggaran berkenaan.  
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Bantuan  Dana Desa di Desa Duwet Krajan pada Tahun anggaran 2017 
sebesar Rp. 825.714.000,- yang digunakan untuk belanja pada bidang 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Belanja pada bidang 
pembangunan desa terbagi menjadi tiga, yaitu; 1) kegiatan pembangunan dan 
pemeliharan jalan dan jembatan desa, 2) kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 
sarana prasarana lingkungan pemukiman, dan  3) kegiatan pembangunan dan 
pemeliharaan sarana prasarana (saluran air). Belanja pada bidang pemberdayaan 
masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu; 1) kegiatan pengelolaan pendidikan dan 
kebudayaan dan 2) kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. 
Kegiatan pembangunan dan pemeliharan jalan dan jembatan desa yang 
pertama lebih difokuskan pada pembangunan drainase pada Dusun Tosari dan 
jalan Poros Dusun Swaru dengan anggaran terbesar pada Dusun Tosari sebesar      
Rp. 91.530.900,-. Pembangunan drainase ini bertujuan agar selokan pembuangan 
air berjalan lancer, karena sebelumnya selokan tersumbat dan tidak berfungsi. 
Kedua, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pada enam lokasi 
pembangunan dengan penyerapan dana terbesar sebanyak   Rp. 104.824.800,- 
pada TPT Jalan Poros Dusun Krajan (dengan volume output 172 m). 
Pembangunan TPT ini bertujuan untuk mencegah terjadinya longsor yang 
diakibatkan oleh hujan deras. Ketiga, pembangunan pavingisasi difokuskan pada 
tiga lokasi (Dusun Tosari, Dusun Krajan, dan Dusun Swaru) dengan tujuan agar 
jalan lebih mudah dilalui serta diakses oleh masyarakat dan memberikan 
kemudahan bagi sarana transportasi untuk pengangkutan hasil pertanian. 
Penyerapan dana terbesar pada pavingisasi, yaitu pembangunan pavingisasi di 
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Desa ruSwa sebesar Rp. 19.109.200,- dengan volume output 214,5 m. Keempat,  
perkerasan rabat pelebaran jalan dengan tujuan agar  jalan lebih mudah dilalui 
serta diakses oleh masyarakat dan memberikan kemudahan bagi sarana 
transportasi untuk pengangkutan hasil pertanian. Perkerasan rabat pelebaran jalan 
menyerap anggaran Rp. 116.434.900. 
  Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan 
pemukiman difokuskan pada renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 3 unit 
sebesar Rp. 30.000.000,-. Tujuan kegiatan ini agar masyarakat tidak mampu bisa 
menikmati hunian yang layak dalam menjalankan  aktifitas kegiatan sehari-hari. 
Sedangkan kegiatan  kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana 
(saluran air) lebih difokuskan pada pembangunan saluran air sepanjang 5000 m 
sebesar Rp. 198.429.300,-. Pembangunan ini bertujuan agar masyarakat desa 
Duwet Krajan tidak kekurangan air dan terpenuhinya kebutuhan air untuk 
kegiatan aktifitas rumah tangga.  
Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lebih difokuskan pada 
pemberian insentif guru ngaji , guru TK, dan PAUD. Tujuan insentif ini agar ada 
peningkatan kesejahteran serta SDM menjadi lebih baik dalam melakukan 
kegiatannya, karena sebelum ada program ini insentif yang diberikan lembaga 
kepada para guru ini jauh dari kata layak. Sedangkan kegiatan pelayanan 
kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan 
gizi balita dengan penyerapan dana sebesar Rp. 9.500.000,-. Tujuan kegiatan ini 
untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan gizi balita di Desa Duwet Krajan. 
Sebelum ada kegiatan ini masyarakat bersikap acuh terhadap kesehatan dan gizi 
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balita kurang diperhatikan, sehingga seringkali masyarakat mudah terkena 
penyakit.  
Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa di Desa Duwet Krajan 
Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang meliputi Faktor pendukung dan 
penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Sarana dan Prasarana yang 
memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni partisipasi masyarakat, Sumber 
Daya Manusia, dan komunikasi. Kerangka konseptual penelitian  pengelolaan 
Dana Desa di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang 
beserta faktor yang mempengaruhinya diperlihatkan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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